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 BUDAYA HUKUM DAN WATAK BANGSA 

 

Oleh: Umar Ma’ruf 

Dosen Fakultas Hukum UNISSULA 

 

Abtsract 

There is correlation between law and society as the basic of law inforcement. 

It’s clear that lawa exist between value or idea affairs and the world of 

habitual actions in reality. Whenever the law be throught into reality, it has to 

face with many factors which influences its social environment. The law of 

nation is not a unit of a great amount of regulations, but it’s the construction 

which has character and meaning as the realization meaning ang character. 

There is no system of law in the world  which doesn’t try to do selfimage (self 

definng). Self image is an attempt to take tradition and value into law system. 

It’s always reminded that the law system is always planted into “a peculiar 

form of social live”. 

Key Words: Legal Culture; Nation Character 

 

A. Pendahuluan 

Menurut Friedman1, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga 

komponen, yaitu komponen struktural, substansial, dan kultural. Komponen 

struktural mencakup berbagai institusi dengan berbagai macam fungsinya yang 

diciptakan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem hukum tersebut. 

Termasuk di dalamnya adalah struktur organisasi, pembagian kompetensi, 

sumber daya manusia dan lain-lain. 

Komponen substantif berkaitan dengan keluaran dari suatu sistem 

hukum, yaitu antara lain: norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-

keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang 

bersangkutan. Sedangkan komponen budaya mencakup nilai-nilai yang akan 

menentukan bekerjanya sistem hukum yang bersangkutan. 

Melihat hukum hanya pada sisi struktural akan menggambarkan kerja 

sistem hukum sebagaimana yang telah digambarkan dalam peraturan hukum 

yang berlaku. Demikian pula halnya kalau meninjau dari sisi substantif, maka 

yang tampak adalah hukum sebagai perangkat norma yang logis dan konsisten. 

Dengan adanya sisi budaya dalam sebuah sistem hukum, hukum tergambarkan 

sebagaimana adanya dalam kehidupan masyarakat. 

Pada tahun 60-an mulai banyak muncul pembicaraan tentang budaya 

hukum. Sejak itu, sistem hukum diperkaya dengan satu komponen yang tidak 

berupa peraturan formal maupun institusi-institusi, melainkan sesuatu yang lebih 

                                                           
1 Lawrence M. Friedman, Legal Culture and Social Development, Law and Society Review: The 

Journal of The Law and Society Association, 1969, hal. 27-30 
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bersifat spiritual. Oleh karena itu, upaya memahami hukum suatu bangsa secara 

lengkap tidak hanya dilakukan melalui pengamatan terhadap sistem formalnya, 

melainkan sampai kepada budaya hukumnya. Budaya hukum semacam kekuatan 

yang menggerakkan bekerjanya hukum. Kendati bangsa-bangsa menggunakan 

hukum yang sama, tetapi perbedaan budaya hukum dari bangsa-bangsa itu akan 

menentukan bagaimana dalam kenyataannya hukum itu bekerja.2 

B.  Permasalahan 

             Dalam tulisan ini akan dicari tahu apa sebenarnya budaya hukum itu dan 

bagaimana hubungannya dengan watak bangsa dimana hukum itu berada 

C. Budaya Hukum Suatu Tradisi Masyarakat Hukum 

Ubi societas ibi ius, itulah pernyataan Cicero yang dikemukakannya pada 

satu abad sebelum masehi. Adagium ini memberikan arti: tiada masyarakat tanpa 

hukum dan sebaliknya dengan kata lain tiada hukum tanpa masyarakat. Hukum 

diciptakan masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka 

menciptakan tatanan dalam masyarakat yang damai dan bahagia. 

Budaya atau kebudayaan merupakan hasil karya, rasa dan cipta 

masyarakat.3 Hasil karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan 

kebendaan atau kebudayaan materiil yang diperlukan oleh manusia untuk 

memanfaatkan alam sekitarnyauntuk memenuhi segala keperluan hidupnya. 

Rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah serta nilai-nilai 

social budaya yang diperlukan untuk mengatur masalah kemasyarakatan.4 

Konsep mengenai budaya hukum pertama kali digagas oleh  Lawrence 

M. Friedman pada tahun 1969, budaya hukum menurut Friedman adalah 

keseluruhan sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai dalam 

masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku 

dalam masyarakat5, Sikap dan nilai tersebut memberikan pengaruh, baik posistif 

maupun negatif, terhadap tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan 

pranata hukum. Budaya hukum sangat berpengaruh menentukan tingkah laku 

dalam menerima atau menolak hukum, mematuhi atau tidak mematuhi hukum.  

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa budaya hukum itu berupa nilai-nilai, tradisi, 

dan lain-lain kekuatan spiritual yang menentukan bagaimana hukum itu dan 

dijalankan dalam masyarakat. Suatu bangsa dapat menggunakan suatu sistem 

hukum tertentu, tetapi apakah dalam kenyataannya ia akan digunakan atau tidak 

digunakan adalah soal lain dan hal itu berkaitan dengan budaya hukumnya.6 

                                                           
2 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2004, hal. 76-77.  
3 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia, 

Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976), Hal. 24. 
4 Esmi Warassih dalam Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR (Ed), Pranata Hukum Sebuah 

Telaah Sosiologis, Semarang, PT Suryandaru Utama, 2005, Hal. 102.  
5 Lawrence M. Friedman, The Legal System : A Sosial Silence Perspective, New York : Russel 

Foundation, 1975, hal. 15. 
6 Satjipto Rahardjo, Op-Cit, hal. 77. 
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Selanjutnya Lili Rasjidi, mengemukakan tentang difinisi budaya hukum 

dan karakteritisnya. Budaya hukum diartikan sebagai tradisi hukum yang 

digunakan untuk mengatur suatu kehidupan masyarakat hukum. Dalam 

masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh 

solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat 

lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak 

tertulis.7  

Budaya hukum yang dalam bentuknya sebagai kebiasaan, hukum 

dianggap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum dibentuk dan 

diberlakukan oleh dan di dalam masyarakat. Karakteristis dari budaya hukum ini 

adalah pertama, hukum tidak tertulis, kedua, senantiasa mempertimbangkan dan 

memperhatikan kondisi psikologis anggota masyarakat hukum setempat, ketiga, 

senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum, rasa keadilan dan rasa butuh 

hukum masyarakat; keempat, dibentuk dan diberlakukan oleh masyarakat tempat 

hukum itu hendak diberlakukan; kelima, pembentukan itu lebih merupakan 

proses kebiasaan8. 

Lawrence Friedman9 menyebutkan bahwa faktor budaya hukum 

merupakan penentu bermakna tidaknya suatu tawaran hukum bagi seseorang. 

Menurutnya, pandangan-pandangan dan nilai-nilai yang diikuti oleh suatu 

masyarakat merupakan kekuatan sosial (social force) yang secara langsung atau 

tidak, mempengaruhi mekanisme bekerjanya hukum secara keseluruhan. Nilai-

nilai tersebut merupakan kekuatan yang menggerakkan masyarakat untuk 

memilih, dan atau tidak memilih suatu aturan dan lembaga hukum untuk dipakai 

bagi kepentingan mereka. Kendala yang mungkin terjadi adalah kemungkinan 

masyarakat menganggap bahwa lembaga dan pranata hukum yang ada tidak 

sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang telah diyakini oleh masyarakat 

yang bersangkutan. 

D.  Budaya Hukum sebagai Perwujudan Watak Suatu Bangsa 

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum tidak dapat 

dipisahkan dari masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Di sini tampak 

bahwa hukum berada di antara dunia nilai atau ide dengan dunia kenyataan 

sehari-hari. Saat hukum yang sarat dengan nilai tersebut hendak diwujudkan, ia 

harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari 

lingkungan sosialnya.10 Menurut Satjipto Rahardjo11 hukum suatu bangsa bukan 

merupakan himpunan sejumlah besar peraturan, melainkan suatu bangunan yang 

                                                           
7 Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Mandar Maju, 2003, hal.156-157.  
8 Ibid, hal. 157 
9 Lawrence M. Friedman, Legal Cultur and Social Devolopment, Law and Society Review : The 

Journal Of The Law and Society Association, 1969, hal. 27-30 
10 Joseps Ras, The Concept of A Legal System, An Introductionm to the Theory of Legal Sistem, 

Clarendon Press, sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih. Op-Cit, Hal. 17.  
11  Satjipto Rahardjo, Hukum dan Budaya Hukum, PDIH Undip, Semarang, 2005, Hal. 4. 
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berwatak dan bermakna. Maka mempelajari hukum dituntut untuk sampai 

kepada pengetahuan tentang watak dan makna tersebut. Tidak ada sistem hukum 

di dunia ini yang tidak mencoba untuk melakukan pencitraan diri (self defining). 

Pencitraan diri ini adalah usaha untuk memasukkan tradisi dan nilai ke dalam 

sistem hukum. Maka untuk itu diingatkan, bahwa sistem hukum itu selalu 

tertanam ke dalam ”a Peculiar form of social life”  

Tentang tipe masyarakat dapat dicontohkan tipe masyarakat yang bersifat 

individual dan kolektif- komunal, pada saat berbicara mengenai budaya hukum 

atau tipe-tipe budaya hukum. Kedua masyarakat tersebut di atas memiliki 

karakteristik nilai-nilai dan tradisinya sendiri-sendiri yang menjadi bahan 

pembentukan budaya hukumnya. Amerika Serikat dan Jepang dapat diajukan 

sebagai contoh untuk mewakili keduanya, yaitu yang individual (Amerika 

Serikat) dan Kolektif-komunal (Jepang)12 

Amerika Serikat yang memiliki budaya hukum yang berkarakter liberal-

individualis telah diakui semua pihak mendominasi dunia, budaya hukum yang 

mereka miliki tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan budaya-budaya 

yang lainnya, misalkan budaya politik yang bersifat liberal, budaya ekonomi 

yang bersifat individualis- kapitalis, yang kesemuanya itu berkarakter ke-aku-an 

dan kebebasan. Maka manusia-manusia yang ditunjuk dan mendapat legitimasi 

sebagai legislator untuk membuat hukum modern, adalah orang-orang yang 

memiliki pribadi yang individualis, liberalis dan kapitalis, berikut juga hasil 

produk hukumnya bersifat individualis, liberalis dan kapitalis. 

Budaya hukum Amerika Yang bersifat individualis bukan hanya budaya 

hukum yang tidak tertulis, yang berupa tradisi, nilai-nilai, dan pola tingkah laku, 

sedangkan budaya hukum yang tertulis, yang sering disebut sebagai hukum 

modern juga bersifat individualis yang didukung oleh sistem pilitik atau kaum 

politik liberal. Oleh karena itu akan menjadi problem yang sangat signifikan, 

jika dunia ini yang memiliki budaya hukum yang berbeda-beda harus didominasi 

dan dipaksa mengikuti pada budaya hukum Amerika Serikat  tersebut.  

Budaya hukum Amerika Serikat tersebut yang berkaitan dengan budaya 

ekonomi kapitalisme, dapat dilihat dengan para bankir-bangkir yang ada di Bank 

Dunia dan IMF, dua lembaga keuangan internasional ini telah mampu 

menjadikan negara-negara di dunia berbelit hutang kepadanya, termasuk juga 

Indonesia. Sementara sistem ekonomi lembaga keuangan internasional tersebut 

berpegang pada sistem ekonomi kapitalisme yang berkalaborasi dengan sistem 

hukumnya yang liberal –individual. Dengan demikian seluruh sistem hukum 

perbankan di dunia ini mau tidak mau, suka atau tidak suka telah didominasi 

oleh sistem hukum perbankan yang dijiwahi oleh niali-nilai ekonomi kapitalisme 

termasuk juga di dalamnya negara Indonesia. 

                                                           
12 Satjipto Rahadjo, Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan Op-Cit, hal 78 
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Kembali pada pembicaraan di depan, setelah dibicarakan mengenai 

budaya hukum Amerika Serikat, selanjutnya sekarang kita bicarakan mengenai 

budaya hukum Jepang. Jepang adalah bangsa yang memiliki struktur sosial 

hirarkis dan sekaligus solidaritas. Disebabkan oleh sifat yang demikian itu maka 

jejaring sosial (Social network) di negara ini berwatak hirarki dan sekaligus juga 

pekat dengan solidaritas. Struktur sosial yang demikian itulah yang akan menjadi 

matriks hukum di Jepang. Berbeda dengan Amerika, maka posisi seseorang di 

Jepang tidak terpisahkan secara individual, melainkan selalu erat terkait dan 

berada dalam kaitan dengan masyarakatnya. Konsep tentang seseorang tidaklah 

seorang diri melainkan “seorang-dalam-konteks-sosial”.13  

Jepang yang memiliki budaya hukum kolektif-komunal sedikit banyak 

telah berhasil mempertahankan ketegaran budayanya dari dominasi Amerika 

Serikat. Konstitusi Jepang 1947 yang diberikan (imposed) oleh Amerika Serikat 

jelas bersifat egalitarian dan itu berbeda dengan matriks kultural Jepang yang 

hirarkis dan pekat solidaritas. Sifat egalitarian bertumpu kepada atribusi 

individual, sedang jejaring sosial Jepang berdasarkan hirarki dan solidaritas. 

Maka dalam posisi ini Jepang sering menampilkan dirinya sebagai “The 

Japanese twist” dalam menjalankan hukum modern. Mereka dengan kokoh 

membangun suatu struktur di mana yang dipisahkan antara yang “ di luar “ dan “ 

di dalam”. Dalam hukum, pemisahan itu diproyeksikan dalam bentuk “tatemae” 

dan “ honne”14  

Jepang menerima hukum modern dalam posisi tatemae (penerimaan di 

luar atau formal), sedangkan praktik yang sesungguhnya akan dijalankan 

menurut honne ( di dalam nurani dan tradisi). Maka penerimaan terhadap 

hukum modern lebih bersifat legitimatif, sedangkan praktiknya dijalankan secara 

komunal, kolektif dan konsensual. Ukuran-ukurannya juga menjadi berbeda, 

Jepang tidak melihat proses hukum sebagai sesuatu yang individual dan rasional, 

melainkan mengaitkannya pada ukuran honne atau moralitas. Sebagai 

akibatnya, maka seorang pejabat di Jepang yang mulai diproses oleh hukum 

sudah merasa bahwa ia harus mundur dari jabatan publik yang didudukinya. 

Tuntutan honne, berupa kehormatan dan rasa malu, lebih kuat dari pada hanya 

melihat proses hukum sebagai suatu proses formal. Apabila di Amerika seorang 

pelaku (actor) dalam hukum berkapasitas individu, maka di Jepang seorang 

pelaku seperti itu selalu dilihat dalam konteks sosial. Ia adalah “seorang sosial”, 

bukan “seorang Individu” semata. 15  

Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat pada 

perilaku hukum (Legal behavior).16 Perilaku hukum adalah perilaku yang 

                                                           
13 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Budaya Hukum, Op.Cit, hal 5. 
14 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan Op-Cit, hal. 79. 
15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan Op-Cit, hal. 80 
16 Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction ( diterjemahkan dalam Hukum Amerika : 

Sebuah Pengantar), terjemahan Wisnu Basuki, Jakarta : Tatanusa, 2001, hal. 280. 
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dipengaruhi oleh peraturan, keputusan, perintah atau undang-undang yang 

dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Seseorang yang berprilaku 

secara khusus adalah karena diperintahkan hukum, atau karena tindakan hukum 

atau dari pejabat.17   

Indonesia yang memiliki budaya hukum kolektif- komunal sebagaimana 

yang dimiliki Jepang telah menerima hukum modern yang bersifat individualis-

liberalis, sehingga para pemegang peran kekuasan bertentangan dengan nilai-

nilai, pola tingkah laku yang dimiliki sendiri, bahkan para pemegang kekuasaan 

harus mengawal dan mengamankan pelaksanaan hukum modern pada praktik di 

masyarakat luas. Implikasi dari praktik hukum modern ini telah menimbulkan 

kesenjangan dengan masyarakat yang diaturnya. 

Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kesenjangan 

antara hukum dan prilaku nyata dalam masyarakat Indonesia menjadi pandangan 

sehari-hari. Kita mengenal ungkapan-ungkapan yang mencoba menggambarkan 

kesenjangan tersebut, seperti “Law in the books“ dan “Law in Action”. Demikian 

pula berbagai istilah yang menghakimi hukum modern seperti yang dituliskan 

dalam buku Chambliss dan Saidman yang mengatakan bahwa hukum lebih 

banyak mengandung “kebohongan”.18  

E. Penutup 

1. Budaya hukum diartikan sebagai tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur 

suatu kehidupan masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, 

kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritasmekanis, persamaan 

kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu 

keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Budaya hukum 

yang dalam bentuknya sebagai kebiasaan, hukum dianggap tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat. Hukum dibentuk dan diberlakukanoleh dan di 

dalam masyarakat. 

2. Hukum tidak Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat dipisahkan 

dari masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Di sini tampak bahwa hukum 

berada di antara dunia nilai atau ide dengan dunia kenyataan sehari-hari. Saat 

Hukum yang sarat dengan nilai tersebut hendak diwujudkan, ia harus 

berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan 

sosialnya. hukum suatu bangsa bukan merupakan himpunan sejumlah besar 

peraturan, melainkan suatu bangunan yang berwatak dan bermakna. Maka 

mempelajari hukum dituntut untuk sampai kepada pengetahuan tentang watak 

dan makna tersebut. Tidak ada sistem hukum di dunia ini yang tidak mencoba 

untuk melakukan pencitraan diri (self defining). Pencitraan diri ini adalah usaha 

untuk memasukkan tradisi dan nilai ke dalam sistem hukum. Maka untuk itu 

                                                           
17 Ibid, hal. 281. 
18 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Surakarta, 

Muhammadiyah University Press, 2002, hal. 48. 
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diingatkan, bahwa sistem hukum itu selalu tertanam ke dalam ”a Peculiar form 

of social life”  
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